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ABSTRAK 
 

 
 Peraturan pemerintah bersifat mengikat dan mengatur prikehidupan 

masyarakat. Hal ini didasari adanya keinginan dan kebutuhan regulasi yang 
diharapkan mampu melindungi dan mengakomodasi hak-hak tiap individu atau 
kelompok yang tergabung dalam tatanan masyarakat hukum. Oleh karena itu, 
sudah selayaknya suatu peraturan diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu. 
Dalam hal izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras, 
pemerintah Kota Yogyakarta sejak puluhan tahun lalu berusaha mengatur hal 
tersebut melalui Peraturan Daerah nomor 7 tahun 1953 Kota Yogyakarta dan 
masih diberlakukan sampai sekarang. Kini dikuatkan dengan peraturan daerah 
nomor 7 tahun 2006 Kota Yogyakarta tentang perubahan ketentuan pidana dalam 
peraturan daerah-peraturan daerah kota Yogyakarta, akan tetapi kedua peraturan 
tersebut belum membahas secara rinci mengenai kadar batasan penggunaan 
alkohol dalam minuman keras yang diijinkan untuk dijual. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, skripsi ini meneliti pandangan 
Maqā id asy-Syarī ah terhadap kadar alkohol minuman keras dalam Perda No.7 
Tahun 1953 Kota Yogyakarta serta relevansi Perda No.7 Tahun 1953 Kota 
Yogyakarta tentang kadar alkohol minuman keras terhadap kontek masa kini. 

Penelitian bersifat pustaka (library research) dengan metode preskriptif 
analitik, dengan pendekatan normatif yang kemudian ditarik menggunakan cara 
pandang filosofis yang menjelaskan teori Maqā id asy-Syarī ah dalam 
memahami pembatasan kadar alkohol dalam minuman keras yang dimuat dalam 
No.7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta. 

Adapun hasil penelitian tentang minuman beralkohol Perda no.7 tahun 
1953 Kota Yogyakarta, ditemukan problem yang belum terpecahkan dalam 
peraturan daerah ini, khususnya pasal yang berkaitan dengan kadar alkohol, di 
mana tidak ada kejelasan yang pasti yang mengatur kadar pembatasan alkohol. 
Padahal, ketentuan kadar alkohol justru merupakan masalah yang sangat krusial 
karena kelebihan penggunan alkohol sangat beresiko terhadap pemeliharaan 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Meskipun sudah diperkuat dengan 
peraturan daerah yang baru yaitu Perda nomor 7 tahun 2006 Tentang perubahan 
ketentuan pidana pada peraturan daerah Kota Yogyakarta, perda ini hanya 
mengatur tentang sanksi atas pelanggaran yang terdapat dalam Perda No. 7 tahun 
1953 Kota Yogyakarta dan belum bisa menjawab problem yang ada. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 ص
 ض
 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل
 م
 ن
 و
 هـ

Alif 
Bā’ 
Tā’ 
Sā’ 
Jīm 
Hā’ 
Khā' 
Dāl 
Zāl 
Rā’ 
zai 
sin 
syin 
sād 
dād 
tā’ 
zā’ 
‘ain 
gain 
fā’ 
qāf 
kāf 
lām 
mīn 
nūn 

wāwū 
hā’ 

tidak dilambangkan 
b 
t 
ṡ 
j 
ḥ 
kh 
d 
ż 
r 
z 
s 
sy 
ṣ 
ḍ 
ṭ 
ẓ 
‘ 
g 
f 
q 
k 
l 
m 
n 
w 
h 

tidak dilambangkan 
be 
te 

es (dengan titik di atas) 
je 

ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 

de 
zet (dengan titik di atas) 

er 
zet 
es 

es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 
de (dengan titik di bawah) 
te (dengan titik di bawah) 
zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik diatas 
ge 
ef 
qi 
ka 
‘el 
‘em 
‘en 
w 
ha 
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 ء
 ي

hamzah 
yā’ 

‘ 
y 
 

aprostrof 
ye 

 
B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

ةمتعدد  
ةعد  

ditulis 
ditulis 

Muta‘addidah 
‘iddah 

 
C. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, 

ةحكم   
 علة

ditulis 
ditulis 

Ḥikmah 
‘illah 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

اءالأولي ةامرآ  ditulis Karāmah al-auliyā’ 
 

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h. 

رزآاة الفط   ditulis Zakāh al-fiṭr 
 

D. Vokal Pendek 

-------َ- 
  فعل

--ِ------ 
 ذآر

--------ُ 
 يذهب

fatḥaḥ 
 

kasrah 
 

dammah 

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

A 
fa’ala 

i 
żukira 

u 
yażhabu 
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E. Vokal Panjang 

1. 

2. 

3. 

4. 

Fatḥaḥ +  alif 
ةجاهلي  

fatḥaḥ +  ya’ mati 
ىتنـس  

kasrah  +  ya’ mati 
مي رآ  

dammah  +  wawu mati 
ضفرو  

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

Ā 
jāhiliyyah 

ā 
tansā 
ī 

karīm 
ū 

furūḍ 

 
F. Vokal Rangkap 

1. 

2. 

Fatḥaḥ +  ya’ mati 
 بينكم
fatḥaḥ +  wawu mati 
لقو  

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

Ai 
bainakum 

au 
qaul 

 
G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأنتم
 أعدت
ملئن شكر ت  

ditulis 
ditulis 
ditulis 

A’antum 
U’iddat 

La’in syakartum 

 
H. Kata Sandang alif  + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan “l”. 

آنالقر  
اسالقي  

ditulis 
ditulis 

Al-Qur’ān 
Al-Qiyās 

 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf  l (el) nya. 

اءالسم  
سالشم  

ditulis 
ditulis 

As-Samā’ 
Asy-Syams 
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I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

ضذوى الفرو  
ةأهل السن  

ditulis 
ditulis 

Żawī al-furūḍ 
Ahl as-Sunnah 
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MOTTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sebuah impian tentang Jogja yang kian istimewa,  
Jogja istimewa merangkul Dunia” 

 
(Sri Sultan HB X) 
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PERSPEKTIF MAQĀ ID ASY-SYARĪ AH”. 

Penyusun sadari sekripsi yang telah dibuat ini tentunya tidak akan lepas dari 

kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Oleh 

karenanya, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak senantiasa penyusun 

harapkan.  

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan 

berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penyusun ingin mengucapkan 

rasa terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Musa Asy’ari, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta; 

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Minuman beralkohol atau dalam bahasa Arab disebut dengan khamr1 

merupakan minuman yang diharamkan oleh agama Islam karena bisa 

memabukan. Minuman ini sudah dikonsumsi dari zaman umat-umat nabi 

terdahulu. Dalam proses pengharaman khamr, Nabi Muhammad tidak kemudian  

mengharamkannya sekaligus, karena minuman ini sebelum Islam tersebar, khamr 

adalah merupakan bagian dari kebudayan bangsa Arab. Tidak terkecuali bagi 

sahabat-sahabat Nabi. Sebelum khamr diharamkan, para sahabat gemar meminum 

khamr.2 

Islam datang dengan cara yang cerdas. Hukum khamr dalam Islam itu 

menjadi haram secara bertahap. sehingga sahabat tidak terkejut dengan hukum 

baru ini, padahal sebelumnya, khamr adalah bagian dari keseharian mereka. 

Berikut ini adalah 3 tahapan pengharaman khamr:3 

                                                 
1 Drs. Muallif Sahlany, Masalah Minuman Khamr Sepanjang Ajaran Islam (Yogyakarta: 

Sumbangsih Offset, 1982 ), hlm. 1. 
 
2 Eko Arief Cahyono, , “Efekifitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman 

Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007”, skripsi tidak diterbitkan, 
Yogyakarta. Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009. hlm 24 

 
3 http://ulumulstai.blogspot.com/2009/03/proses-pengharaman-khamr.html, akses 12 

Februari 2011  
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1. "Bila engkau hendak shalat, jangan dekati khamr". Kejadian ini bermula 

saat sahabat Ali ra, menjadi imam dalam keadaan mabuk. Sehingga  

bacaanya rada ngaco. Tentu hal semacam ini tidak boleh terulang lagi. 

Sehingga Nabi melarang sahabat-sahabatnya untuk mendekati khamr saat 

hendak shalat. Dalilnya terdapat pada surat An-Nisaa' ayat 43. 

   4تقولون ما تعلموا حتى سكارى وأنتم الصلاة تقربوا لا آمنوا الذين أيها يا

2. Dalam khamr, ada dosa besar, dan ada manfaat yang besar. Tetapi, dosa 

lebih besar.". Sejelek apapun khamr, tentu masih ada manfaatnya 

walaupun kecil sekali. Bagi orang Arab, khamr berguna untuk 

menghangatkan badan ataupun "lari dari masalah". Tetapi, masih saja 

madharat khamr masih lebih banyak dari manfaatnya. Khamr dapat 

memicu kesalah pahaman, perkelahian, bahakan perzinaan. Bahkan 

kemungkinan manfaat yang kedua kami sebutkan itu tadi bukanlah cara 

yang baik dalam menyelesaikan masalah orang itu. Karena itu, nabi mulai 

mengajak sahabat-sahabatnya untuk menjauhi khamr. Walaupun saat itu, 

khamr belum berarti haram. Dalilnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 

219. 

يسئلونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم آبير ومنافع للناس وإثمهما أآبر من 

 5.يبين االله لكم الأ يات لعلكم تتفكروننفعهما، ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو، آذالك 

                                                 
4 An-Nisa` (04) : 43 
 
5 Al-Baqarah  (02) : 219 
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3. Khamr itu bagian dari perbuatan syaitan". Akhirnya, Islam harus 

bertindak tegas dengan mengharamkan khamr. Karena madharatnya 

begitu besar dan khamr dapat memicu seseorang untuk melakukan 

perbuatan dosa yang bahkan lebih besar. Akhirnya, turunlah surat Al-

Maidah ayat 90, yang mengatakan bahwa meminum khamr, berjudi, 

dan lain sebagainya itu adalah bagian dari perbuatan syetan. Segera 

setelah sahabat mendengar ayat ini, mereka langsung pulang dan 

membuang seluruh persediaan khamr mereka di jalanan. Sehingga 

dikatakan juga bahwa jalan-jalan di kota madinah tergenang oleh 

khamr, karna saking banyaknya khamr yang dibuang.  

من عمل  سياايها اللذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأ نصاب والأزلام رج

 6. الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Pengharaman minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Rosulullah SAW, 

seperti digagas oleh ayat di atas, tidak lantas menjadi aturan bagi negara-negara 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kota Yogyakarta yang merupakan 

bagian dari negara Indonesia mempunyai peraturan daerah (Perda) tentang izin 

penjualan minuman beralkohol yaitu perda Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953) Kota 

Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual 

minuman keras dalam Daerah Kota Yogyakarta. 

                                                                                                                                      
 
6 Al-Māidah (05) : 90 
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Adanya peraturan minuman beralkohol yang tercantum dalam Perda 

Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953) Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan 

Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota 

Yogyakarta ini memunculkan kontradiksi bagi penyusun dengan apa  yang 

difirmankan Allah swt. sebagaimana telah dipaparkan di atas.  

Penyusun memfokuskan penelitian ini dalam pasal-pasal terkait kadar 

pembolehan penggunaan alkohol dalam minuman keras di wilayah Kota 

yogyakarta, seperti yang tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 1953 pasal 4 

ayat 2dan ayat 4 dan  Pasal 5 ayat 57. Namun yang menjadi kegelisaan bagi 

penyusun tidak ada kejelasan yang pasti mengenai kadar kebolehan penggunaan 

alkohol. Ketentuan kadar alkohol justru merupakan masalah yang sangat krusial 

karena kelebihan penggunan alkohol sangat beresiko terhadap pemeliharaan 

Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan harta. Padahal dalam salah satu pasal 

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 

360/MPP/Kep/10/1997, terdapat pasal yang menjelaskan tentang kandungan 

                                                 
7 ayat dua: Minuman keras untuk penjualan termaksud ayat (1) sub b harus dimuat 

dalam botol, guci, kan dan sebagainya yang ditutup dengan gabus dan dari atas sampai seluruh 
kepala botol, guci atau kan itu dibalut dengan bahan dari timah dan sebagainya atau dilak yang 
sedikit-dikitnya berisi tiga desi liter. Ayat 4: Batas isi tiga desi liter itu tidak berlaku untuk 
penjualan pahit (bitter) dan minuman keras lainnya yang mengandung alkohol sedikit-dikitnya 
65% menjadi keruh (troebel) jika dicampur dengan air hingga alkoholnya tinggal menjadi 42%. 
Ketentuan tersebut hanya berlaku jika penjualan itu dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya, 
yang ditutup dengan cara sebagai tersebut (2) dan dengan dibubuhi surat keterangan (etiket) yang 
menyatakan nama pemilik pabrik tempat pabrik nama minuman yang dipergunakan dalam 
perdagangan.  
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alkohol yang masih biperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yaitu 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan 

kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen); 

b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan 

kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% 

(dua puluh persen);  

c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan 

kadar ethanol (C2H5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima 

puluh lima persen);  

d. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok 

minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya 

ditetapkan.8 

  Disini penyusun akan mencoba mendekati persoalan ini dengan teori 

filsafat hukum Islam dari sudut Maqāṣid asy-Syarī ah. 

B. Pokok Masalah 

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penyusun 

menemukan persoalan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa pandangan Maqāṣid asy-Syarī ah terhadap kadar alkohol minuman 

keras dalam Perda No.7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta? 

                                                 
8 http//ditjenpdn.depdag.go.id/pls/portal/docs/, diakses tanggal 22 januari 2011 
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2. Bagaimana Relevansi Perda No.7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang 

kadar alkohol minuman keras terhadap kontek masa kini? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini dilakukan oleh penyusun dalam rangka mencapai suatu 

tujuan, yaitu: 

Untuk mengetahui maksud, tujuan dan kesesuaian regulasi yang dibuat 

oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tentang minuman beralkohol dari sudut 

pandang filsafat hukum Islam. 

Dengan adanya penelitian ini pun diharapkan ada kegunaan yang dapat 

diambil, yaitu: 

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan landasan bagi peneliti 

yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sejenis. 

2. Memberi wawasan kepada masyarakat bahwa dalam penetapan suatu 

hukum yang bersifat mengatur, haruslah dapat ditemukan hikmah di balik 

suatu aturan yang berlaku.  

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

memiliki kewenangan dalam membuat peraturan agar selalu 

mendahulukan kepentingan dan keselamatan kehidupan rakyat di dalam 

melaksanakan tugas khususnya dari dampak miniman beralkohol.  
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D. Telaah Pustaka 

Dalam Penelitian ini penyusun mencoba menliti sebuah produk peraturan 

daerah sebagai objek penelitiannya, produk regulasi tersebut sebagai kajian utama 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini akan memembahas 

mengenai peraturan daerah (Perda) minuman beralkohol yaitu perda Nomor 7 

Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas 

izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota Yogyakarta di tinjau dari kajian 

filsafat hukum Islam. 

Penyusun dalam mengkaji perda nomor 7 tahun 1953 ini menggunakan 

teori filsafat hukum Islam sebagai alat guna menganalisis permasalahan yang ada. 

Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan pula bahwa pustaka yang digunakan 

penyusun dalam penelitian ini tidak akan jauh seputar buku-buku teori filsafat dan 

hukum Islam. 

Sumber yang menjadi rujukan adalah buku karya Dr. H. Fathurrahman 

djamil, MA yang berjudul Filsafat Hukum Islam, karya Dr. Muhammad Khalid 

Mas’ud yang disadur Yudian W. Asmin, MA. Yang berjudul Filsafat Hukum 

Islam dan Perubahan Sosial dan Karya Prof. H. Zaini Dahlan, MA Dkk. Yang 

berjudul Filsafat Hukum Islam. Dari buku ini penyusun mengambil teori filsafat 

hukum Islam tentang Maqāṣid asy-Syarī ah. 

 Penyajian dalam telah pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya 

flagiasi dengan hasil penelitian sebelumnya. Sejauh penelusuran yang penyusun 

lakukan belum ditemukan yang berjudul Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 

Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif Filsafat Hukum Islam. Tetapi penyusun 
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menemukukan beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini, diantaranya yaitu: 

Skripsi saudara Eko Arief Cahyono yang berjudul Efekifitas 

Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten 

Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007).9 Skripsi ini dalam kajiannya 

menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan Perda tersebut dapat dijalankan baik mengenai pengawasan, 

pengendalian, pengedaran dan pelanggaran penjualan minuman beralkohol di 

Kabupaten Bantul. 

Skripsi yang disusun oleh M. Iqbal Sutrisna yang berjudul Perda No. 5 

Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum 

Islam10. Dalam skripsi ini membahas tentang latar belakan ditetapkannya Perda 

tersebut yang dibuat oleh Penerintah daerah Kota Tegal. 

Kemudian skripsi yang masih berhubungan dengan masalah yang dibahas 

penyusun adalah skripsi karya Muh. Wildan Fathuri yang berjudul Efektifitas 

Perda Miras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas 

Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan pengawasan Minuman 

Beralkohol dan Minuman memabukan Lainnya).11 Skripsi ini membahas tentang 

                                                 
9  Eko Arief Cahyono, “Efekifitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman 

Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007”, skripsi tidak diterbitkan, 
Yogyakarta. Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.  

 
10  M. Iqbal Sutrisna, “Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman 

Beralkohol Persfektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta. Fak. Syari’ah UIN 
Sunan Kalijaga, 2009. 

 
11  Muh. Wildan Fathuri, “Efektifitas Perda Miras Terhadap Tindak Kriminal di 

Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan pengawasan  
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Frekuensi peredaran minuman keras dan tindak kriminal sebelum dan sesudah 

Perda ini diberlakukan. Kemudian membahas kontribusi yang apa diberikan Fikih 

Jinayah terhadap Perda No.1 tahun 2007 Tentang Larangan dan pengawasan 

Minuman Beralkohol dan Minuman memabukan Lainnya. 

 

E. Kerangka Teoritik 

 Secara global, dibentuknya sebuah hukum adalah untuk menjamin 

keamanan, keadilan dan kedamaian bagi individu maupun kelompok yang terikat 

oleh hukum atau aturan yang dibuat.12 Begitu juga dibuatnya Perda Nomor 7 

Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas 

izin menjual minuman keras dalam daerah Kota Yogyakarta tentu didasari adanya 

keinginan dan kebutuhan regulasi yang diharapkan mampu melindungi dan 

mengakomodasi hak-hak tiap individu atau kelompok yang tergabung dalam 

tatanan masyarakat hukum. Oleh karena itu sudah selayaknya suatu peraturan 

diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu. 

 Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta diantaranya berisikan 

perizinan minuman beralkohol dijual bahkan menjadi salah satu tumpuan 

pemerindah daerah Kota Yogyakarta dalam hal pemungutan pajak yang jelas-jelas 

bagi penyusun hal ini sudah kontroversi baik secara kesehatan maupun dalam 

hukum Islam. Dalam hal ini bukan berarti menyalahkan atau membanding-

bandingkan Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta. Namun, penyusun 
                                                 
 12 Zaini Dahlan Dkk, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Askara, 1997), hal 65. 
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ingin mengetahui tujuan dibuatnya regulasi tersebut ditinjau dari cabang ilmu 

pengetahuan Filsafat hukum.  

 Dalam hal penelitian ini penyusun memilih Tujuan hukum Islam 

(Maqāṣid asy-Syarī ah) sebagai alat yang dirasa mampu memecahkan 

kegelisahan dalam hal pembatasan kadar alkohol dalam minuman keras. Maqāṣid 

asy-Syarī ah adalah memelihara lima aspek utama, yaitu: agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. Hal ini dikarenakan filsafat hukum Islam mempunyai dua 

tugas utama, yakni tugas konstruktif dan tugas kritis. Tugas konstruktif hukum 

Islam adalah menyatukan keilmuan Islam beserta komponen-komponennya 

sehingga bergradasi menjadi formula baru yang dinamis sepanjang jaman. Sedang 

tugas kritisnya ialah sebagai social engineering dan social control di masyarakat 

dalam mempertanyakan kembali paradigma dan fenomena yang ada dan terus 

bermunculan.13 

Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum Islam merupakan kajian yang 

menarik dalam bidang uṣūl fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini 

merupakan kajian utama dalam Filsafat Hukum Islam yang lebih dikenal dengan 

sebutan Maqāṣid asy-Syarī ah. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid 

dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan 

menjawab persolan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur 

secara ekplisit dalam Al-Qur ̒an dan Hadis.  Tujuan hukum harus diketahui dalam 

                                                 

 13 Juhya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm. 116. 
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rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu 

ketentuan hukum, arena adanya perubahan struktur sosial yang kemudian hukum 

tersebut tidak dapat diterapkan.  

 Maqāṣid asy-Syarī ah hanyalah salah satu sudut pandang dalam tinjauan 

filsafat hukum Islam. Dengan menggunakan Maqāṣid asy-Syarī ah sebagai alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini, penyusun berharap memperoleh 

gambaran tentang maksud dan manfaat adanya Perda nomor 7 Tahun 1953 Kota 

Yogyakarta tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual 

minuman keras di daerah Kota Yogyakarta khususnya dalam pembatasan kadar 

alkohol. 

Tujuan hukum Islam atau Maqāṣid asy-Syarī ah dalam menetapkan 

hukum-hukumnya ada lima; 

1. Memelihara Kemaslahatan Agama (Ḥifẓ ad-Dīn) 

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya 

martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, 

dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam adalah merupakan 

nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna. Seperti dalam firman Allah:14 

  دينا الإسلام لكم ورضيت نعمتي عليكم واتممت دينكم لكم اآملت اليوم

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan 

kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamanya yang dapat 

menyentuh nurani manuisa. 

2. Memelihara Jiwa (Ḥifẓ an-Nafs) 

                                                 
14 Al-Maidah  (05) : 03 
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Suatu kebutuhan dasar manusia adalah mempertahankan hidup. 

Dalam hal ini Islam memerintahkan untuk menjaga dan memelihara jiwa. 

Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya 

eksistensi jiwa manusia. Seperti Allah memerintahkan kita untuk 

menkonsumsi makanan yang halal atau melarang kita untuk mengkonsumsi 

minuman yang memabukan yang akan membuat kita lupa dan 

mengabaikan Tuhan. 

3. Memelihara akal (Ḥifẓ al-‘Aql) 

Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal yang 

membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah telah 

menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan 

makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. Akan tetapi bentuk 

yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu 

akal. Akal  berfungsi sebagai setir pengendali hidup manusia yang bisa 

memilih jalan yang pantas untuk dituju. Dan akal pun akan rusak apabila 

dikotori dengan minuman keras yang memang sangat sensitif dengan akal 

yang bisa merusak perangkat-perangkat di dalamnya. 

4. Memelihara Keturunan (Ḥifẓ al-Nasl) 

Islam dalam hal ini mengatur tentang pernikahan, haramnya zina, 

tidak bolehnya nikah dengan sesama jenis dan berbagai hal yang 

menyangkut masalah keturunan.  

5. Memelihara harta (Ḥifẓ al-Mᾱl) 
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Pada hakikatnya semua harta benda adalah milik Allah, namun 

Islam juga mengakui hak peribadi seseorang. Oleh karena manusia itu 

sangat tamak kepada harta, sehingga mau mengusahakan dengan jalan 

apapun, maka Islam mengatur supaya tak terjadi keserakahan dengan cara 

yang batil. Untuk itu Islam mengisyaratkan peraturan-peraturan mengenai 

muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya, serta 

melarang penipuan dan riba.         

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka (library research),15 

yang mengulas tentang Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta 

tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual minuman 

keras dalam Daerah Kota Yogyakarta dan buku-buku tentang filsafat 

hukum Islam sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat dari penelitian ini 

adalah preskriptif analitik,16 yaitu penelitian bertujuan memberikan 

penilaian tentang pandangan Filsafat Hukum Islam terhadap Perda Nomor 

7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta. 

2. Pengumpulan Data 

                                                 
 15 Studi pustaka yang digunakan adalah studi pustaka yang seluruh substansinya 
memerlukan olahan filosofik atau teoritik dan terkait pada nilai-nilai. Prof. Dr. H. Noeng 
Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-8 (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1998), 
hlm. 159.  

16 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-
59. 
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Berhubung penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka dalam 

memperoleh data, sumber utama yang digunakan penyusun adalah perda 

Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan 

Pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota 

Yogyakarta dan buku-buku Filsafat Hukum Islam serta buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian ini sebagai sumber pendukung. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif. Karena objek hukum masalah ini ada kaitannya dengan normatif 

syari’, maka pendekatan dilakukan melalui dalil atau kaidah yang menjadi 

pedoman perilaku manusia, yang kemudian ditarik menggunakan cara 

pandang filosofis. 

4. Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya diadakan analisis 

secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses 

penalaran dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat 

khusus.17 

Berdasarkan analisa, sumber data primer yang digunakan adalah: 

Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta tentang izin penjualan dan 

pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras dalam Daerah Kota 

                                                 
17 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-

59. 
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Yogyakarta. Sumber data ini akan dianalisis menggunakan teori Maqāṣid 

asy-Syarī ah.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dibuatnya sistematika pembahasan ini, guna memudahkan bagi penyusun 

agar dalam pembuatan maupun pembahasan dapat bersifat sistematis sehingga 

penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka dalam penulisan skripsi 

ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar 

menuju pembahasan obyek yang akan diteliti. 

Bab kedua, membahas tentang Maqāṣid asy-Syarī ah Sebagi Frame 

Tujuan Hukum dalam Islam yang meliputi penertian Maqashid asy-Syarī ah, 

konsep Maqāṣid asy-Syarī ah, tujuan Maqāṣid asy-Syarī ah dan Seputar Alkohol 

Dalam Pandangan Islam. Bab  ini merupakan alat untuk menganalisis materi yang 

terdapat dalam Bab tiga. 

Bab ketiga, penyusun memaparkan tentang Perda Nomor 7 Tahun 1953 

Kota Yogyakarta tentang Izin Penjualan dan Pemungutan pajak atas izin menjual 

minuman keras dalam Daerah Kota Yogyakarta. Dalam bab tiga ini akan 

dijelaskan tentang latar belakang munculnya Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota 

Yogyakarta, maksud dan Tujuan dibentuknya perda Perda Nomor 7 Tahun 1953 

dan Batasan Kadar Alkohol Dalam Minuman Keras.   
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Bab keempat merupakan hasil penelitian atau analisis Maqāṣid asy-Syarī 

ah yang merupakan spesipikasi dari ilmu filsafat hukum Islam terhadap batasan 

kadar alkohol yang terdapat dalam Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta 

tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras 

dalam daerah Kota Yogyakarta dan relevansi Perda tersebut terhadap konteks 

masa kini. Penyusun menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan teori 

filsafat hukum Islam yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab II sebagai alat 

untuk menganalisisnya. 

Bab kelima, bab ini merupakan penutup. Berupa kesimpulan yang menjadi 

jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya. 

Dalam bab penutup ini juga disertakan saran-saran yang berguna untuk penelitian 

lebih lanjut mengenai maksud regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 

harapan semoga skripsi ini menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. 
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a. Memelihara agama dari minuman beralkohol merupakan kunci yang 

sangat penting. Allah melarang mendekati ṣolāt bagi yang sedang mabuk 

di mana ṣolāt itu merupakan tiang agama. 

b. Memelihara jiwa dari minuman beralkohol apabila diabaikan akan 

berdampak terhadah kerusakan saraf, gangguan jantung, mengganggu 

Metabolisme Tubuh,  menyebabkan gangguan pada ibu hamil, dan 

mengganggu fungsi reproduksi (seksual). 

c. Dampak Minuman beralkohol terhadap akal yaitu; perilaku mal-adaptif 

seperti perkelahian dan tindakan kekerasan lainnya, ketidak mampuan 

menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan, terjadi 

perubahan alam perasaan, mudah marah dan tersinggung, banyak bicara 

tidak fokus, gangguan perhatian dan konsentrasi.  

d. Adapun kemungkinan dampak dari minuman beralkohol terhadap 

keturunan adalah kebiasaan mengkonsumsi setelah nikah, menurun pada 

anak dan berzina. 

e. Minuman beralkohol bisa berdampak pada harta, diantaranya Pemborosan 

dan pencurian. 

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 7 tahun 1953 yang telah dibuat 

puluhan tahun lalu yang disesuaikan dengan kondisi pada masa itu dan masih 

digunakan sampai sekarang. Bagi penyusun, perda ini sudah tidak relevan 

lagi dengan kondisi sekarang. seperti 

a. Perda baru belum mampu menjawab permaslahan dalam Perda lama. 

Kota Yogyakarta masih memberlakukan Perda minuman beralkohol 
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Nomor 7 tahun 1953 Kota Yogyakarta dan diperkuat dengan Perda baru 

Nomor 7 tahun 2006 Kota Yogyakarta. Namun, dalam Perda baru pun belum 

dibahas mengenai pembatasan kadar alkohol dalam minuman keras yang boleh 

untuk diedarkan. 

b. Kebutuhan beragama. Kota Yogyakata dengan pemeluk Agama yang 

terkenal dengan kemajemukan dan keheterogenannya. Sebut saja Agama 

Islam, dalam masalah minuman beralkohol atau sering disebur dengan 

Khamr secara tegas mengharamkannya dengan dampak-dampak yang 

telah penyusun paparkan di atas dari sisi Maqāṣid Asy-Syarī ah. Bukan 

berarti mendiskreditkan terhadap agama lain, karena  dalam agama lain 

pun telah mengaturnya. 

  

B. Saran-Saran 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, ada hal penting yang 

belum tersinggung dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 7 tahun 1953, 

khususnya terkait pembatasan kadar alkohol dalam minuman keras. Alangkah 

baiknya pemerintah setempat meninjau kembali dengan peraturan yang ada 

dengan pertimbangan-pertimbangan atau permasalahan-permasalahan yang 

penyusun teliti, dengan maksud tidak menghakimi melainkan guna mencapai 

kesempurnaan sebuah regulasi. 

2. Dalam menetapkan Perda tentang minuman keras, mengingat bahaya dan 

kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman keras perlu menunjukan atau 

membuat strategi pelarangan miras sehingga berhenti total, seperti 
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pemungutan pajak diperbesar, hukuman pelanggaran diperberat atau upaya 

meminimalisir kadar alkohol sampai menjadi 0%. 

3. Penelitian ini hanya meneliti regulasi yang ada, akan lebih baik jika pada 

penelitian selanjutnya dilakukan kajian secara lapangan untuk mengetahui 

keseuaian antara produk hukum dengan aplikasinya dimasyarakat.  
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